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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik telah
selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Akuntansi Sektor Publik.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Di era globalisasi, peran Akuntansi Sektor
Publik di Indonesia dinilai sudah mengalami perkembangan yang sangat
pesat karena dalam proses perkembangannya akuntansi sektor publik
mengalami  perubahan. Karena sebelum adanya reformasi dan
transparansi akuntansi sektor publik dianggap sebagai tempat kebocoran
dana, akibatnya sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal
dari sektor privat (swasta). Setelah era reformasi tuntutan peningkatan
kinerja sektor publik semakin berorientasi pada terciptanya “good public
and corporate governance”, karena sektor publik memiliki peran strategis
dalam perwujudannya.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan,
pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan
transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi
keuangan untuk pengambilan keputusan bagi entitas yang dikelola dan
dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pembiayaan publik. Akuntansi
sektor publik memiliki karakteristik nonprofit motif, dimiliki secara kolektif,
dan pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan tidak harus
menerima imbalan langsung. Sedangkan akuntansi sektor bisnis memiliki
karakteristik profit motif, dimiliki secara perorangan atau badan, dan
pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan menerima imbalan
langsung baik barang maupun jasa.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan



hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

Juni, 2023

Penulis
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AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

BAB 1: LINGKUP DAN JENIS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Ir. Hartoto, M.Si.

STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang



BAB 1

LINGKUP DAN JENIS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Menurut Meliana, dkk (2007), akuntansi sektor publik merupakan
gabungan kata akuntansi dengan sektor publik. Akuntansi merupakan
suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan,
penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk
menyediakan informasi keuangan bagi entitas untuk pengambilan
keputusan. Sedangkan menurut Hartoto, dkk (2021), sektor publik
merupakan entitas yang dikelola dan dibiayai sebagian atau seluruhnya
dari pembiayaan publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik
merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian,
peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu
entitas untuk menyediakan informasi keuangan bagi entitas untuk
pengambilan keputusan yang dikelola dan dibiayai sebagian atau
seluruhnya dari pembiayaan publik.

Renyowijoyo (2008), akuntansi sektor publik merupakan praktik
akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga publik, seperti lembaga
pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah, organisasi publik non
pemerintah, dan organisasi publik lainnya. Dengan demikian, akuntansi
sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-
lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.
Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik adalah factor
ekonomi, politik, kultural, dan demografi.

Menurut Hartoto (2022) dalam manajemen keuangan sektor publik
merupakan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam entitas
sektor publik. Sedangkan Akuntansi manajemen sektor publik merupakan
prinsip-prinsip akuntansi dan juga prinsip manajemen yang diterapkan
dalam entitas sektor publik. Sehingga akuntansi sektor publik merupakan

2 | Akuntansi Sektor Publik
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BAB 2

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, peran Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dinilai
sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dalam proses
perkembangannya akuntansi sektor publik mengalami perubahan. Karna
sebelum adanya reformasi dan transparansi akuntansi sektor publik
dianggap sebagai tempat kebocoran dana, akibatnya sektor publik
menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor privat (swasta).
Setelah era reformasi tuntutan peningkatan kinerja sektor publik semakin
berorientasi pada terciptanya “"good public and corporate governance”,
karena sektor publik memiliki peran strategis dalam perwujudannya. Pada
lingkup pembahasan ini meliputi, terdapat tiga pokok bahasan yang vital,
yaitu meliputi: (1) Public Sector Accounting Management, (2) Public Sector
Financial Accounting dan (3) Public Sector Audlit.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR

PUBLIK

Akuntansi sektor publik yang merupakan aktivitas Profesi akuntansi
yang terspesialisasi, tetapi untuk saat ini akuntansi sektor publik sedang
proses menjadi bagian dari disiplin ilmu substansial yang lebih dibutuhkan.
Begitu pesatnya perkembangan akuntansi sektor publik, seperti praktik
akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN maupun swasta dan
lembaga sektor pemerintah hingga organisasi publik lainnya, begitupun
terdapat permintaan dari masyarakat untuk dilakukan adanya suatu
transparansi dan akuntabilitas publik dalam sektor publik.

Akuntansi sektor publik yaitu merupakan aktivitas untuk
mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasi, mengikhtisar serta
dapat menyajikan kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor
publik. Tekanan yang dialami organisasi sektor publik untuk dapat lebih
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BAB 3

REGULASI KEUANGAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Regulasi keuangan publik adalah sistem yang diterapkan oleh otoritas
pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi lembaga
keuangan, perusahaan, dan pasar keuangan. Regulasi keuangan publik
dapat meliputi berbagai aspek, termasuk penyaluran pinjaman kepada
pemerintah, pengaturan komisi broker, pengawasan transaksi keuangan,
dan lain sebagainya. Tujuan utama regulasi keuangan publik adalah untuk
melindungi para investor dan nasabah dari tindak kecurangan atau
penipuan keuangan. Ini juga membantu untuk memastikan bahwa pasar
keuangan beroperasi dengan cara yang adil dan transparan. Regulasi
keuangan publik juga menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh
institusi keuangan dan perusahaan. Dengan demikian, regulasi keuangan
publik memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Regulasi keuangan publik merupakan seperangkat aturan yang
diterapkan oleh otoritas pemerintah yang bertujuan untuk mengatur
pasar keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan integritas,
transparansi, dan keselamatan pasar keuangan yang pada akhirnya akan
membantu investor dan nasabah melindungi kepentingan mereka.
Regulasi ini mencakup pengawasan, pengendalian, dan pembatasan
aktivitas di pasar keuangan.

Regulasi keuangan publik meliputi berbagai aspek, termasuk:

1. Penerapan standar akuntansi: Standar akuntansi diperlukan untuk
menetapkan cara yang tepat untuk mencatat dan mengungkapkan
informasi keuangan yang akurat dan transparan.
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BAB 4

KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami
perkembangan yang cukup berarti, salah satunya ditandai dengan lahirnya
peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penerapan
akuntansi sektor publik khusus di pemerintahan. Akuntansi sektor publik
adalah suatu alat informasi untuk pemerintahan sebagai manajemen
maupun alat informasi bagi publik. Akuntansi sektor publik terkait dengan
tiga hal pokok yaitu penyedia informasi pengendalian manajemen dan
akuntabilitas. Mekanisme pada akuntansi sektor publik meliputi teknik dan
analisis yang diterapkan di lembaga-lembaga tinggi negara dan
departemen-departemen di bawahnya pemerintah daerah misalkan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bada Usaha Milik Daerah (BUMD),
LSM dan yayasan social lainnya. Kerangka konseptual pada akuntansi
sektor publik yaitu konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian
laporan keuangan sektor publik bagi pihak eksternal dan kerangka
konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari
penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Untuk
memahami suatu konsep publik, isu sentral, peran dan praktik akuntansi
sektor publik di indonesia dalam membantu terciptanya proses
pertanggungjelasan publik sebab menurut Halim & Kusufi (2017)
mengatakan bahwa untuk memudahkan dalam memahami atau
setidaknya mengenal akuntansi sektor publik, maka akuntansi sebaiknya
dilihat sebagai sebuah proses.
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BAB 5

STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Perhatian masyarakat terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga publik semakin besar. Lembaga publik dituntut oleh
masyarakat untuk mengelola keuangan negara/daerah secara akuntabel,
transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tuntutan
masyarakat tersebut lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan
keuangan negara/daerah yang dikelolanya. Akuntansi sektor publik
merupakan sebuah sistem akuntansi yang digunakan di lembaga-lembaga
publik baik lembaga pemerintah maupun lembaga publik non-pemerintah
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik ataupun
masyarakat atas kinerjanya. Pertanggungjawaban keuangan merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban vyang harus disusun oleh
pemerintah, untuk menjaga obyektifitas nilai yang dicantumkan dalam
laporan keuangan perlu disiapkan standar akuntansi yang digunakan oleh
seluruh entitas pelaporan/ entitas akuntansi di sektor publik baik di di
pusat maupun di daerah.

Dengan adanya standar ini laporan keuangan sektor publik diharapkan
menyajikan nilai yang sesuai dan dapat diperbandingkan dengan entitas
publik lainnya.

B. GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI

Menurut Undang-Undang Perbendaharaan Akuntansi digunakan untuk
menyusun laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dibentuk Komite Standar
Akuntansi Pemerintah yang bertugas menyusun standar akuntansi
pemerintah yang berlaku baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah.

78 | Akuntansi Sektor Publik



DAFTAR PUSTAKA

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan.
https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-
SAP-2021-1.pdf.

Undang-Undang RI. 2004. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara.” 2004(May): 352.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstra
ct.

98 | Akuntansi Sektor Publik



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
BAB 6: PERENCANAAN PUBLIK

Dr. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si., QIA., CRA., CTT., CPTT.

Universitas Trunojoyo Madura



BAB 6

PERENCANAAN PUBLIK

A. PENGANTAR
Istilah ”perencanaan publik” sebenarnya lebih dikenal dengan

perencanaan pembangunan sektor publik, sehingga penulis memberikan
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan publik dalam
pembahasan bab ini sama dengan ”“perencanaan pembangunan di sektor
publik”. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Begitupun bagi
suatu negara atau daerah di dalam proses pembangunan membutuhkan
suatu perencanaan yang sering dikenal dengan istilah ”perencanaan
pembangunan”. Perencanaan publik (pembangunan) merupakan cara atau
teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan
efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Tujuan
dari perencanaan publik adalah untuk mendorong proses pembangunan
secara lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, makmur,
dan sejahtera. Di Indonesia perencanaan publik pembangunan, baik
nasional maupun daerah diatur dalam beberapa produk perundang-
undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang dikenal dengan UU SPPN,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
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BAB 7

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, membawa dampak
kepada kegiatan pemerintahan atau sektor publik dan organisasi non-laba
yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan
pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan
kegiatan yang semakin kompleks, informasi memegang peranan semakin
penting. Informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi adalah informasi
akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun
manajerial. Anggaran merupakan alat perencanaan kegiatan publik yang
dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan
pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta
pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan
cermat dan sistematis.

Anggaran merupakan alat ekonomi sangat penting yang harus dimiliki
oleh setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam
mengarahkan  perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin
keberlangsungan, dan meningkatkan kualitas hidup organisasi.
Penganggaran sektor publik berkaitan erat dengan proses penentuan
alokasi dana setiap kegiatan atau program dan aktivitas dalam satuan
moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai pada saat
perumusan strategi dan perencanaan telah dilakukan. Buku ini akan
membahas mengenai akuntansi sector publik yang akan dibagi menjadi
delapan bagian, yang terdiri atas:

a. Penganggaran Sektor Publik
Karakteristik Anggaran Publik
Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik
Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik
Siklus Penganggaran Publik

maoo o
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BAB 8

REALISASI ANGGARAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Dengan terdapatnya penerapan pengelolaan keuangan daerah
mampu menaikkan pertumbuhan Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi
Sektor Publik sudah digunakan oleh lembaga pemerintahan, BUMN,
BUMD serta organisasi publik yang lainnya. Akuntansi Sektor Publik
merupakan sesuatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan,
pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) serta organisasi ataupun entitas
publik yang digunakan dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh
pihak- pihak yang membutuhkan (Jamaluddin, 2019). Pemerintah yang
bersih diharapkan mampu memberikan data dan informasi secara
transparan serta akuntabel dalam mengelola keuangan. Jadi pemerintah
dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berbentuk laporan
pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi sektor publik
(Laila& Handayani, 2019).

Organisasi sektor publik wajib mencermati value for money dalam
melaksanakan sesuatu aktivitas (Jamaluddin, 2019). Value for money
sendiri dapat dimaksud dengan pengukuran kinerja sektor publik yang
membagikan data tentang sesuatu anggaran yang sudah dibelanjakan
telah menciptakan suatu nilai ataupun tidak untuk masyarakat.
Pengukuran yang diartikan meliputi ekonomi, efisien, serta efektif. Dengan
value for money organisasi sektor publik dapat ditingkatkan daya guna
serta kualitas pelayanan publik, serta alokasi belanja dapat lebih
berorientasi kepada kepentingan publik.

Tingkatan keberhasilan penganggaran dapat ditunjukkan dengan
terdapatnya penyeimbang antara pemasukan serta belanja apabila
terdapat defisit serta surplus anggaran, berarti penerapan tersebut
dinyatakan tidak berhasil. Dari perihal tersebut hingga terbentuklah
pemikiran jika penyerapan anggaran serta realisasi pemasukan wajib
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BAB 9

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan
terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk
informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan
barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan
dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai
tujuan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas
organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik.
Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik
dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa
uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan
efektif.

B. PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan

visi organisasi. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja
sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu
manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur
finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan
sebagai alat pengendalian organisasi.

Maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada
tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam
memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber
daya dan pembuatan keputusan.
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BAB 10

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

A. PENDAHULUAN
Pengadaan barang dan jasa publik merupakan hal yang lakukan pada
instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa yang
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Pengadaan barang
merupakan kegiatan mengadakan benda yang memiliki wujud ataupun
benda yang tidak memiliki wujud. Pengadaan jasa merupakan pengadaan
pelayanan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa publik pada memerintah Indonesia
merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pada pasal 3 ayat (1)
dinyatakan bahwa terdapat 4 kategori atau jenis pengadaan (Gamas, 2021)
yakni:
1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa konsultasi
4. Jasa lainnya

Pengadaan barang yang dimaksud tidak harus selalu dalam bentuk
benda yang siap pakai yang tersedia di toko tetapi bentuknya lebih luas.
Dapat berupa pengadaan lisensi software, website dan akun virtual,
pengadaan Gedung yang tidak membangun dari nol, pengadaan alat
transportasi darat, laut dan udara, ataupun pengadaan makhluk hidup
seperti hewan dan tumbuhan.

B. PEMBAHASAN MATERI

Pengadaan barang dan jasa publik adalah menurut Perpres Nomor 16
tahun 2018 pasal (1) angka (1) adalah kegiatan pengadaan barang atau
jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran
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BAB 11

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
DAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR
PUBLIK MENURUT ISAK 35

A. PENDAHULUAN

Definisi pengertian organisasi sektor publik dilihat dari sudut pandang
ilmu ekonomi adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan
usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018).

Karakteristik organisasi sektor publik mempunyai perbedaan dengan
organisasi komersial. Perbedaan utama organisasi sektor publik dengan
sektor swasta adalah organisasi sektor publik merupakan organisasi yang
tidak mencari laba (entitas berorientasi non laba) sementara tujuan utama
organisasi sektor swasta adalah mencari laba. Entitas berorientasi non
laba (EBNL) memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang
tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (ISAK 35, 2019).
Sumber daya EBNL berasal dari: a) sumbangan para anggota dan para
penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari
organisasi tersebut. b) utang dan c) pendapatan atas jasa yang diberikan
kepada publik.

Untuk menentukan organisasi termasuk entitas berorientasi laba atau
non laba, menurut ISAK 35 organisasi dapat menilai dirinya sendiri dengan
mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini: (a) apakah sumber daya
entitas berorientasi non laba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan; (b) menghasilkan
barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas
berorientasi non laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan
kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi non laba tersebut; (c)
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BAB 12

PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Tuntutan tanggung jawab publik yang tinggi menyangkut informasi
administrasi publik kepada masyarakat, yang juga mencakup informasi
akuntansi yang berasal dari laporan keuangan. Sektor publik adalah
organisasi yang kompleks dan beragam/heterogen, oleh karena itu
kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen
berbeda. Tidak hanya informasi keuangan, tetapi juga informasi non
keuangan.

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk kewajiban para
pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, memerikan
penyajian, melaporkan dan mengungkapkan segala tindakan dan kegiatan
yang menjadi tanggung jawab pemberi amanah. Tuntutan pelaksanaan
akuntabilitas publik yang semakin meningkat mempengaruhi pengelolaan
informasi publik sektor publik, yang meliputi informasi pelaporan
keuangan berupa laporan keuangan, namun pelaporan keuangan
bukanlah tujuan akhir dari akuntabilitas publik.

Jadi apa yang dimaksud laporan keuangan sektor publik? Laporan
keuangan sektor publik adalah penyajian kondisi keuangan dari transaksi
yang dilakukan oleh entitas publik. Laporan keuangan sektor publik ini
merupakan bagian penting dari akuntabilitas sektor publik.

PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

a. Pengertian Laporan Keuangan
Secara umum laporan keuangan merupakan informasi bisnis yang
memuat informasi keuangan perusahaan untuk periode waktu
tertentu. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus
memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang fakta.
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BAB 13

VALUE FOR MONEY AUDIT

A. PENDAHULUAN

Lembaga pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan
pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya. Setiap
pertanggungjawaban perlu untuk dilakukan audit atau pemeriksaan.
Agoes (2012) menyebutkan auditing adalah sebagai pemeriksaan terhadap
laporan keuangan, catatan pembukuan serta bukti pendukung yang
dilakukan dengan kritis dan sistematis oleh pihak independen. Tujuan dari
dilakukannya audit adalah dengan memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan.

Audit yang dilakukan tidak hanya conventional audit (audit keuangan)
akan tetapi juga wajib dilakukan value for money audit. Perbedaan
mendasar pada kedua jenis audit tersebut yakni pada conventional audit,
lingkup pemeriksaan berfokus pada keuangan dan kepatuhan. Berbeda
dengan value for money audit, lingkup pemeriksaan meliputi audit
keuangan, kepatuhan dan juga audit kinerja. Audit kinerja (performance
audit) terdiri dari tiga hal yakni ekonomi, efisien dan efektivitas. Ketiga hal
tersebut sering dikenal sebagai value for money. Untuk audit ekonomi dan
efisien sering disebut sebagai operational audit. Istilah untuk audit
efektivitas sering dikenal sebagai program audit. Karakteristik dari audit
kinerja tersebut dapat disajikan pada gambar 1 berikut ini:
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